
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 54 TAHUN 2019 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG  

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: a.  bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 326 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah, dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu 

disesuaikan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan 

kepastian hukum mengenai nilai sewa barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 

Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

 

Mengingat 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1950  tentang Perubahan Dalam 

Undang-Undang Nomor 2  Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 77); 

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 

2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 108 

TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 

TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 

DAERAH.  

 

 

 

 

Pasal I 
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Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Formula tarif/besaran nilai sewa barang milik daerah 

merupakan hasil perkalian dari: 

a. tarif pokok sewa; dan 

b. faktor penyesuai sewa. 

(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penilaian. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan terhadap tanah dan/atau bangunan dalam 

rangka menentukan tarif pokok sewa: 

a. sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima 

juta rupiah) per tahun dilakukan oleh Tim 

Pemanfaatan; dan 

b. diatas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah) per tahun dilakukan oleh:  

1. Penilai Pemerintah; atau  

2. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur.  

(4) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. jenis kegiatan usaha penyewa;  

b. bentuk kelembagaan penyewa; dan 

c. priodesitas sewa. 

(5) Formula tarif/besaran nilai sewa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

 

 

 

 

 

Pasal II 

 

 



- 4 - 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

 

 

Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal    16 September 2019 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  16 September 2019 

 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

JEMPIN MARBUN, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19640917 199203 1 005 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  

NOMOR 54 SERI E. 

 

 


